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ABSTRAK
Pada karya seni fotografi, terkadang sulit untuk menentukan siapa pemilik hak cipta atas suatu karya foto. Hak Cipta adalah hak yang diberikan kepada pencipta atas karya sastranya yang berupa novel, puisi, naskah, koran dan program komputer, database, film, komposisi musik dan koreografi, dan karya seninya berupa lukisan, gambar, foto dan patung, arsitektur, peta, dan lain sebagainya. Biasanya, pemilik dan pemegang Hak Cipta atas karya seni fotografi adalah fotografer, atau pada situasi tertentu dimiliki oleh fotografer yang bekerja sebagai karyawan atau bekerja untuk orang lain dengan memperoleh imbalan atau upah. Kepemilikan Hak Cipta masih tetap dimiliki oleh si fotografer kecuali dinyatakan lain yakni dengan pengalihan kepemilikan Hak Cipta melalui suatu perjanjian lisan maupun tertulis yang ditandatangani oleh pemilik Hak Cipta kepada orang lain. Apabila seorang fotografer meninggal dunia, maka hak kepemilikan atas suatu foto ditentukan berdasarkan pewarisan yang dilakukan oleh fotografer yang bersangkutan atau berdasarkan peraturan hukum yang berlaku di negaranya. Berdasarkan uraian singkat di atas, di Indonesia digunakan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta untuk mencegah terjadinya pelanggaran- pelanggaran yang berkaitan dengan Hak Cipta atas karya seni fotografi serta untuk melindungi Hak Moral dan Hak Ekonomi dari seorang Pencipta.
Kata Kunci: Fotografi, Hak Cipta atas Karya Seni Fotografi, Hak Kekayaan Intelektual

ABSTRACT
In photographs, it is sometimes difficult to determine who owns the copyright and there may be little or no information about the owner on individual copies. Copyright is a legal term describing rights given to creators for their literary works (novel, poems, plays, newspaper and computer programs, databases, film, musical composition and choreography) and artistic works such as paintings, drawings, photographs and sculpture, architecture, and advertisements, maps and technical drawings. The owner of the work is generally the photographer or, in certain situations, the employer of the photographer. Even if a person hires a photographer to take pictures of a wedding, for example, the photographer will own the copyright in the photographs unless the copyright in the photographs is transferred, in writing and signed by the copyright owner, to another person. If the photographer is no longer living, the rights in the photograph are determined by the photographer’s will or passed as personal property by the applicable laws of intestate succession. Based on this short summary, to avoid infringement about Copyright of the photographs and to protect moral right and economic right from the owners of a photograph, in Indonesia we use Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Copyright).
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A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Pelanggaran terhadap karya cipta, dalam hal ini pada karya seni fotografi, sering terjadi terutama yang berkaitan dengan status kepemilikan haknya. Sebenarnya, status kepemilikan atas suatu foto sudah jelas ketentuannya yakni dimiliki oleh orang yang pertama kali menciptakan serta mempublikasikannya ciptaannya, dalam hal ini fotografer. Hal ini sesuai dengan prinsip First to Invent dalam Hak Cipta. Salah satu masalah yang seringkali dihadapi oleh seorang fotografer adalah ketika ia bekerja sebagai karyawan dan berada dibawah suatu perjanjian kuasa, terlebih lagi ketika salah satu pihaknya tidak paham betul mengenai apa yang telah diperjanjiakan sebelumnya berkaitan dengan hak kepemilikan atas foto- foto yang telah tercipta. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

1) Apakah syarat suatu karya cipta fotografi agar memperoleh perlindungan Hak Cipta dan bagaimana bentuk perlindungannya?

2) Apakah dampak perlindungan Hak Cipta terhadap hak- hak seorang Pencipta (dalam hal ini fotografer) dan bagi pihak yang melanggar ketentuan Hak Cipta atas karya seni fotografi?
2. Metode Penelitian
Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif ini dilakukan dengan mengambil bahan- bahan pustaka yang lazimnya dikatakan sebagai data sekunder.
 
3. Kerangka Teori

a. Tinjauan Umum Hak Cipta sebagai Subsistem Hak Kekayaan Intelektual

Hak Cipta atau Copyright menurut Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Penerima Hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan- pembatasan menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku. 

Seorang Pencipta belum tentu bertindak sebagai Pemegang Hak Cipta. Pemegang Hak Cipta berdasarkan Pasal 1 ayat (4) adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat diketahui bahwa Pemegang Hak Cipta bisa saja orang lain yang memperoleh pengalihan Hak Cipta melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab- sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang- undangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1 dan 2) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Pada dasarnya dalam Hak Cipta tidak diperlukan adanya suatu sistem pendaftaran Hak Cipta, akan tetapi pendaftaran ini pada akhirnya akan diperlukan ketika seorang Pemilik suatu karya cipta mendapati adanya pelanggaran Hak Cipta atas karya- karyanya dan harus membawa permasalahan ini ke pengadilan. Hakim hanya dapat menentukan siapa Pencipta yang sebenarnya apabila pihak- pihak yang berkepentingan dapat membuktikan kebenaran akan karya- karyanya tersebut.

Hak Cipta mengenal 2 (dua) Hak Eksklusif yang dimiliki oleh seorang pencipta, yakni Hak Ekonomi dan Hak Moral. Hak Ekonomi atau Economic Rights pada dasarnya adalah hak yang dimiliki oleh seorang Pencipta untuk memperbanyak (reproduction right), mengumumkan (distribution right) dan mengadaptasi (adaptation right) ciptaannya.
 Hak ekonomi ini diberikan sebagai bentuk balas jasa kepada Pencipta atas hasil karyanya yang dapat berupa penghargaan atau royalti.
Hak Moral (Moral Right) dalam Hak Cipta adalah suatu hak yang melekat pada diri si Pencipta dan tidak dapat dialihkan, atau dengan kata lain hak moral adalah hak yang melekat dan melindungi kepentingan pribadi si Pemegang Hak Cipta. Pada umumnya, hak moral ini merupakan hak seseorang untuk diakui sebagai Pencipta atas suatu Ciptaan dan mencakup hak agar ciptaannya tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan dari si Pencipta.

Pelaksanaan hak moral dapat kita lihat dalam pencantuman nama Pencipta pada ciptaannya, walaupun Hak Cipta atas ciptaannya tersebut telah dijual untuk dimanfaatkan oleh pihak lain. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 24-26 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hak Cipta Hak Cipta memiliki batasan waktu dalam hal kepemilikan Hak Ciptanya. Adapun batasan waktu kepemilikan Hak Cipta tersebut diberikan dalam jangka waktu selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia. Hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1j) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
Pembatasan waktu kepemilikan Hak Cipta sebagaimana dijelaskan di atas  bertujuan agar Hak Cipta tidak tertahan lama pada tangan seorang Pencipta sebagai pemiliknya sehingga setelah si Pencipta meninggal dunia ditambah 50 (lima puluh) tahun setelahnya, hak tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat luas secara umum sebagai milik umum (public domain), artinya bahwa masyarakat boleh mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut tanpa harus meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan tindakan tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta.
b. Tinjauan Umum Karya Seni Fotografi Sebagai Bagian dari Hak Cipta
Fotografi itu sendiri pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani yaitu “photos” yang artinya cahaya dan “grafo” yang berarti melukis/ menulis, jadi fotografi adalah proses melukis/ menulis dengan media cahaya, atau dengan kata lain proses atau metode untuk menghasilkan gambar dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang peka cahaya.

Perkembangan teknologi dan informasi yang terjadi sekarang ini membawa pengaruh yang cukup besar pada dunia fotografi, dimulai dari perkembangan kamera yang semakin canggih hingga media publikasi yang semakin beragam dan mudah. Cara publikasi foto melalui media internet memang tergolong cepat, mudah, dan murah namun bukannya tanpa masalah. Internet sebagai sarana mempublikasi suatu karya terkadang tidak dilengkapi dengan aturan pengamanan yang cukup untuk melindungi karya seni yang diunggah kedalamnya.
Setiap orang bebas diseluruh dunia dapat mengakses hasil karya seni fotografi seorang fotografer apabila ia telah mengetahui alamat website yang digunakan sebagai media publikasi bahkan bebas untuk mengunduh hasil karya tersebut untuk dijadikan koleksi pribadi. Semua kemudahan tersebut pada akhirnya membuka peluang besar bagi pihak- pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkannya demi keuntungan komersiil.
Kasus pencurian Hak Cipta atas karya seni fotografi melalui media internet kerap kali terjadi, tidak hanya terjadi pada fotografer- fotografer yang tunduk pada peraturan hukum yang sama akan tetapi juga terjadi pada fotografer- fotografer yang tunduk pada peraturan hukum yang berbeda atau lintas negara. Disinilah Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 pada pasal- pasalnya dituntut untuk dapat mengakomodasi kepentingan para Pemilik dan Pemegang Hak Cipta atas karya seni fotografi ketika terjadi pelanggaran terhadap karya- karyanya.
B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Syarat Memperoleh Perlindungan Hak Cipta dalam Kegiatan Karya Seni Fotografi dan Bentuk Perlindungannya
Suatu karya pada dasarnya dapat dilindungi oleh Hak Cipta dengan catatan karya tersebut memiliki kriteria antara lain, bahwa karya tersebut merupakan karya orang itu sendiri (originality), dan karya tersebut bukan dalam bentuk ide karena karya yang masih berbentuk ide yang masih berada di alam pikiran si Pencipta tidak dilindungi oleh Hak Cipta. Ide tersebut harus sudah diwujudkan dalam bentuk yang nyata (fixation) serta karya tersebut merupakan ciri kreativitas Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atau dengan kata lain memiliki kekhasan tertentu.
 Hasil karya seni fotografi dapat dianggap sebagai karya cipta yang dilindungi Hak Cipta apabila memenuhi unsur- unsur tersebut. Seorang fotografer yang hanya memiliki ide, kreatifitas dan orisinalitas, belum tentu akan mendapatkan cap sebagai Pencipta karya seni fotografi apabila ide- idenya, kreatifitasnya, serta keorisinalitasannya tersebut belum diwujudkan ke dalam suatu bentuk yang nyata, yakni foto.

Karya seni tersebut tidak perlu didaftarkan, dan pendaftaran yang dilakukan semata hanya untuk kepentingan pembuktian di muka Pengadilan ketika suatu saat timbul sengketa yang berkaitan dengan kepemilikan Hak Cipta atas karya- karya tersebut. Pembuktian sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya ada dalam klaim yang diajukan oleh seorang Pencipta.Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh seorang fotografer untuk melindungi hasil karya fotografinya selain berdasarkan pada ketentuan yang telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Cara- cara tersebut antara lain dengan menggunakan teknik Digital Watermarking dan memperkecil resolusi suatu foto. Kedua teknik ini adalah cara yang paling umum digunakan oleh para Pencipta karya seni digital untuk melindungi hasil ciptaannya
2. Dampak Perlindungan Hak Cipta Terhadap Hak- Hak Pencipta (dalam hal ini fotografer) dan Bagi Pihak- Pihak yang Melanggar Ketentuan Hak Cipta
Perlindungan Hak Cipta memiliki arti yang sangat penting bagi seorang Pencipta. Perlindungan Hak Cipta ini selain melindungi karya- karya seorang Pencipta dari tindakan plagiarisme, pencurian dan lain sebagainya, dan yang terpenting adalah melindungi hak- hak dari seorang Pencipta. Hak- hak ini sangat berpengaruh pada reputasinya sebagai Pencipta. Hal ini berkaitan dengan perlindungan Hak Ekonomi (hak untuk memperoleh keuntungan materiil dari sebuah karya ciptaannya) dan Hak Moral seorang Pencipta (biasanya lebih kepada pengakuan masyarakat atas eksistensi diri si Pencipta sebagai pemilik atas suatu karya).
Hal ini berbanding terbalik dengan kenyataan bahwa Perlindungan Hak Cipta ini memberikan banyak kerugian bagi para pihak yang telah melanggar ketentuan Hak Cipta ini. Tidak saja kerugian materiil yang dialami oleh para pelaku pelanggaran Hak Cipta ini, akan tetapi yang lebih buruk lagi menimbulkan kerugian imateriil baginya. Kerugian materiil bagi pihak- pihak yang melanggar ketentuan Hak Cipta dapat berupa dijatuhinya sanksi pidana, perdata, maupun administratif. Selain sanksi materiil yang dapat dijatuhkan pada para pihak yang melanggar ketentuan Hak Cipta, sanksi yang tidak dapat terlepas dari pihak- pihak yang melanggar Hak Cipta adalah sanksi immateriil yaitu beban moral yang terus ditanggung oleh pelanggar Hak Cipta. Pada kasus pelanggaran Hak Cipta atas suatu karya seni fotografi, apabila pihak yang melanggar tersebut adalah sama- sama berprofesi sebagai fotografer, maka sanksi moral yang akan terus melekat pada dirinya adalah dia tidak lagi dianggap sebagai fotografer yang memiliki ide- ide, kreatifitas, serta keorisinalitasan sendiri. Tindakan ini jelas akan menghambat kemajuan kariernya sebagai seorang fotografer dan menghambat kariernya sebagai fotografer di masa yang akan datang.
C. KESIMPULAN DAN SARAN
1. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian singkat di atas, makadapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Untuk memperoleh perlindungan Hak Cipta, suatu karya seni fotografi tidak perlu melewati tahap pendaftaran terlebih dahulu, karena secara otomatis setelah karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata dan dipamerkan ke khalayak umum maka karya tersebut telah memperoleh pengakuan Hak Cipta dan dilindungi Hak Cipta. Apabila dilakukan pendaftaran maka hal tersebut dilakukan semata- mata untuk kepentingan pembuktian apabila kelak dikemudian hari timbul sengketa yang berkaitan dengan Hak Cipta atas foto- foto tersebut.

b. Perlindungan Hak Cipta atas karya seni fotografi diberikan untuk melindungi hak- hak seorang Pencipta yakni Hak Ekonomi dan Hak Moral.
2. SARAN
Sehubungan dengan hasil- hasil penelitian yang dikemukakan penulis dalam penulisan ini, maka beberapa saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

a. Seorang fotografer sebenarnya tidak perlu melakukan pendaftaran terhadap ciptaan- ciptaannya sebab karya yang telah berbentuk foto tersebut secara otomatis akan menjadi miliknya dan memperoleh perlindungan Hak Cipta, akan tetapi seyogianya para fotografer melakukan pendaftaran di Dirjen HAKI untuk berjaga- jaga apabila dikemudian hari terjadi sengketa yang berkaitan dengan foto- fotonya terutama yang berkaitan dengan status kepemilikan foto- fotonya.
b. Peraturan perundangan yang ada hendaknya dijadikan pegangan bagi para fotografer dalam menjalankan profesinya yang seringkali bersinggungan dengan tindakan pelanggaran Hak Cipta, sebab dalam karya- karyanya tersebut terdapat 2 hak penting Pencipta yang harus dijaga demi keberlangsungan profesinya sebagai fotografer. Peraturan ini juga diharapkan dapat menjadi ancaman dan peringatan bagi pihak- pihak yang tidak bertanggungjawab yang hendak mengambil manfaat dari suatu karya seni fotografi untuk kepentingan pribadi.
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